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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR.......TAHUN 2016
TENTANG
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

	Menimbang
	:
	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahsebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren;

	
	
	

	Mengingat
	:
	1.
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

	
	
	

	
	
	



	
	
	

	MEMUTUSKAN:

	Menetapkan
	:
	PERATURAN PEMERINTAH TENTANGPELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN




KETENTUAN UMUM

(1) Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(3) Penyelenggara pemerintahan daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD.
(4) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
(5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
(6) Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(7) Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
(8) Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
(9) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren adalah perwujudan fungsi mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
(10) Norma, standar, prosedur, dan kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah.
(11) Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal  di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan  bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
(12) Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari  Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
(13) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
(14) Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
(15) Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang selanjutnya disingkat DPOD adalah dewan yang memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai rancangan kebijakan otonomi daerah.
URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

Bagian Kesatu

Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren
(16) Urusan Pemerintahan Konkuren merupakan bagian kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
(17) Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian 
dan Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan atau susunan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(18) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.
(19) Pembagian urusan konkuren sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) bertujuan untuk  meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
(20) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
(21) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bidang urusan, sub bidang urusan dan kewenangan masing-masing tingkatan atau susunan pemerintahan.
(22) Urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3
).
(23) Urusan Pemerintahan Konkuren yang tidak tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sub-urusan dan/atau kewenangan.
(24) Kriteria untuk menentukan sub-urusan dan/atau kewenangan tidak tercantum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 
a.
substansinya bukan merupakan bagian dari sub-urusan dan/atau kewenangan yang sudah ada dalam pembagian urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
b.
tujuan dan objeknya bukan merupakan tujuan dan objek dari sub-urusan dan/atau kewenangan pemerintahan yang sudah dibagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(25) Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren yang tidak tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan presiden.
(26) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dapat mengusulkan sub-urusan dan/atau kewenangan yang tidak tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk dibagi antara Pemerintah Pusat dengan Daerah.
(27) Usulan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada DPOD setelah berkoordinasi dengan Menteri.
Bagian Kedua

Perubahan Urusan Pemerintahan Konkuren

(1) Perubahan terhadap pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang tidak berakibat terhadap pengalihan urusan pemerintahan konkuren pada tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(3) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian mengusulkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada DPOD setelah berkoordinasi dengan Menteri.
PEDOMAN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
Judul diganti NSPK
Bagian Kesatu

Tujuan, Prinsip dan Ruang Lingkup NSPK

(1) Pemerintah Pusat berwenang menetapkan NSPK sebagai pedoman pelaksanaanUrusan Pemerintahan Konkuren.
(2) NSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
a.
standarisasi keluaran, mutu, persyaratan, kriteria, proses, produk, atau format yang digunakan dan/atau yang diberlakukan secara nasional;
b.
membantu penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan metode kerja atau melaksanakan tugas yang bersifat khusus; dan/atau
c.
mencegah penyimpangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(3) Prinsip (ini bahasnaya bukan prinsip tapi batasan)pembentukan NSPK sebagai pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a.
memberikan ruang bagi Daerah untuk mengatur sesuai dengan kondisi Daerahnya; kecuali menyangkut standar nasional
b.
tidak dapat menarik dan/atau memindahkan kewenangan yang oleh undang-undang sudah ditetapkan menjadi kewenangan suatu tingkatan atau susunan pemerintahan tertentu; dan/atau
c.
tidak mengakibatkan terjadinya penambahan
 prosedur, biaya dan waktu pelayanankepada masyarakat yang melibatkan tingkatan atau susunan pemerintahan lain.
(4) Ruang lingkup pembentukan NSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  meliputi:
a.
norma yang memuat aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan/atau
b.
standar yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan/atau
c.
prosedur atau metode tata cara untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan/atau
d.
kriteria yang merupakan ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(5) Dalam hal NSPK tidak sesuai dengan tujuan dan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Daerah dapat mengajukan keberatan atas NSPK kepada DPOD melalui Menteri selaku sekretaris DPOD.
(6) DPOD melakukan penyelesaian
 keberatan atas NSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan.
(7) Dalam hal penyelesaian yang dimaksud pada ayat (6) belum diputuskan, NSPK dimaksud tetap berlaku (dibahas lebih lanjut dalam tim kecil)
Bagian Kedua
Pembentukan NSPK
(1) Pemerintah Pusat menetapkan NSPK berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.

(2) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian menyusun kebutuhan dan perencanaan pembentukan NSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyusunan rencana kebutuhan dan perencanaan pembentukan NSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus melibatkan Daerah dan berkoordinasi dengan Menteri dan dapat melibatkan daerah.

(4) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian mengidentifikasi NSPK yang telah ditetapkan sebelum berlakunya UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk disesuaikan pengaturannya.

(5) Penyesuaian pengaturan NSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun setelah peraturan pemerintah ini ditetapkan.
(6) Dalam hal penyesuaian NSPK tidak selesai dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPOD memberikan pertimbangan kepada Presiden.
(2) Perlu diatur pasal untuk menyikapi kebutuhan NSPK reguler Kementerian atau amanat UU sektoral
Bagian Ketiga
Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Layanan Dasar
Ditambah klausul : Penyelenggaraan PUP wajib layanan dasar dalam rangka pencapaian SPM
Prinsip dasar Standar Pelayanan Minimal meliputi:

a. pemenuhan kebutuhan dasar bagi setiap individu secara universal
;

b. pemenuhan kebutuhan dasar dapat dipenuhi sendiri oleh warga negara, atau oleh pemerintah daerah;

c. pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah provinsi maupun kabupaten/kota;

d. kewajiban bagi pemerintah daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota untuk menjamin setiap warga negara memperoleh kebutuhan dasarnya; 

e. jumlah
 pemenuhan kebutuhan dasar bagi setiap individu dapat distandarkan; dan

f. berlaku secara nasional.

(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan pelayanan dasar yang ditetapkan SPM-nya adalah sebagian substansinya merupakan kebutuhan dasar.

(2) SPM diberlakukan untuk seluruh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

(3) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian menetapkan petunjuk teknis dan standar teknis penyelenggaraan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
Diberikan penjelasan lebih lanjut dalam PP 
(4) Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG 

MENJADI KEWENANGAN PUSAT
Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat diselenggarakan :
a.
sendiri oleh Pemerintah Pusat;
b.
dengan cara melimpahkan kepada instansi vertikal yang ada di Daerah atau kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan azas Dekonsentrasi; atau
c.
dengan cara menugasi Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan.
Bagian Kesatu
Diselenggarakan Sendiri oleh Pemerintah Pusat
(28) Urusan Pemerintahan Konkuren yang diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di kantor pusat.
(29) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren dapat dilaksanakan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika dipandang lebih efektif dan efisien dibanding dilaksanakan melalui azas dekonsentrasi atau tugas pembantuan.
(30) Perencanaan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yang dilaksanakan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional.
(31) Pengelolaan keuangan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
Bagian Kedua
Dekonsentrasi
Paragraf 1
Instansi Vertikal oleh Pemerintah Pusat
UrusanPemerintahanKonkuren yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf bdilimpahkan melalui:
a.
azas dekonsentrasi kepada instansi vertikal di Daerah; atau
b.
azas dekonsentrasi kepada perangkat gubernur sebagaiwakil Pemerintah Pusat.
(32) Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, Pemerintah Pusat membentuk instansi vertikal.
(33) Kriteria pembentukan instansi vertikal untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. lebih efisien dan efektif jika dilaksanakan oleh instansi vertikal daripada dilaksanakan di kantor pusat;
b. lebih efisien dan efektif dilaksanakan oleh instansi vertikal daripada dilaksanakan dengan azas tugas pembantuan; dan
c. merupakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren yang bersifat rutin.
(34) Instansi vertikal tidak menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap Daerah kabupaten/kota yang secara atributif menjadi kewenangan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(35) Cakupan wilayah kerja instansi vertikal dapat meliputi satu atau lebih Daerah.
(36) Pembentukan instansi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
Paragraf 2
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
(37) Dalam menyelenggarakan azas dekonsentrasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Pemerintah Pusat melalui kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
(38) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi tugas dan fungsi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dalam rangka pembinaan percepatan kebijakan nasional.
(39) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dilaksanakan dalam rangka pembinaan dan pengawasan kepada daerah kabupaten/kota.
(40) Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepadagubernur sebagaiwakil pemerintah pusat dalam pelaksanaannya dibantu oleh perangkat gubernur sebagai wakil PemerintahPusat.
(41) Tata cara penyelenggaraan dan pendanaan dekonsentrasi melalui gubernur sebagaiwakil pemerintah pusat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Tugas Pembantuan  oleh Pemerintah Pusat
(42) Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yang diselenggarakan dengan cara menugasi Daerah berdasarkan azas Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pasal 10huruf c dapat dilaksanakan berdasarkan kriteria:
a. terdapat perangkat daerah yang mempunyaifungsi sesuai dengan sebagian urusan yang ditugaskan kepada Daerah;
b. pelaksanaaan sebagian urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat akan lebih efisien dan efektif jika dilaksanakan oleh Daerah; dan
c. pelaksanaan kegiatan bukan merupakan fungsipembinaan dan pengawasan kepada aparatur Daerah.
(43) Pelaksanaan tugas pembantuan kepada daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhirsampai ditarik kembali oleh pemberi tugas.
(44) Penugasan kepada Daerah berdasarkan azas tugas pembantuan ditetapkan dengan Peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
(45) Kepala Daerah menunjuk perangkat daerah untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Daerah berdasarkan azas tugas pembantuan.
(46) Urusan Pemerintahan Konkuren yang ditugaskan kepada Daerah melalui tugas pembantuan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG 

MENJADI KEWENANGAN DAERAH
Bagian Kesatu

Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
Daerah provinsi dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangannya, dapat menyelenggarakan:
a.
sendiri oleh Daerah provinsi; 
b.
dengan cara menugasi Daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan; atau
c.
dengan cara menugasi Desa.

(47) Penyelenggaraan sendiri oleh Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pasal 20 huruf a, dilakukan dalam hal urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dipandang lebih efektif dan efisien dilaksanakan sendiri oleh perangkat daerah provinsi daripada dilaksanakan berdasarkan azasTugas Pembantuan kepada kabupaten/kota atau dengan cara menugasi desa.
(48) Tata cara penyelenggaraan sendiri oleh Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(49) Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah provinsi, yang diselenggarakan dengan cara menugasi Daerah kabupaten/kota berdasarkan azas Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pasal 20 huruf b dapat dilaksanakan berdasarkan kriteria:
a. terdapat perangkat daerah kabupaten/kota yang mempunyai fungsi sesuai dengan sebagian urusan yang ditugaskan kepada Daerah kabupaten/kota;
b. pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerahprovinsi akan lebih efisien dan efektif jika dilaksanakan oleh Daerah kabupaten/kota; dan
(50) Pelaksanaan tugas pembantuan kepada daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sampai ditarik kembali oleh pemberi tugas.
(51) Penugasan oleh Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota berdasarkan azas Tugas Pembantuan ditetapkan dengan peraturan gubernur.
(52) Kepala daerah kabupaten/kota menetapkan perangkat daerah untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Daerah kabupaten/kota berdasarkan azas tugas pembantuan.
(53) Urusan Pemerintahan Konkuren yang ditugaskan kepada Daerah kabupaten/kota melalui azas tugas pembantuan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(54) Penugasan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah provinsi kepada desa merupakan urusan yang cakupan pelaksanaannya hanya dalam satu desa.
(55) Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah provinsi, hanya dapat ditugaskan kepada desa dan tidak dapat ditugaskan kepada kelurahan.
(56) Urusan yang ditugaskan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
a.
ketersediaan dan kemampuan sumberdaya manusia aparatur desa yang akan melaksanakan.
b.
bersifat sederhana.
c.
pelaksanaan urusan akan lebih efektif dan efisien dilakukan dengan cara menugasi desa.
d.
batas waktu penyelesaian tugas dapat ditentukan dengan pasti.
e.
tidak memerlukan pengelolaan teknis dan administrasi keuangan yang rumit.
f.
ketersediaan pembiayaan untuk mendukung tugas yang diserahkan kepada desa.
(57) Dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada desa memerlukan pendampingan, pemberi tugas menyediakan tenaga pendamping.
(58) Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Konkuren yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Daerah Provinsi  dibebankan kepada APBD Provinsi.
(59) Tata cara penyelenggaraan dan pendanaan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri.
Bagian Kedua
Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi Kewenangan                        Daerah Kabupaten dan Kota
Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangannya, dapat menyelenggarakan:
a. sendiri oleh Daerah kabupaten/kota
b. dengan cara menugasi Desa.

(60) Penyelenggaraan sendiri oleh Daerah kabupaten/kota  sebagaimana dimaksud pasal 23 huruf a, jika urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dipandang lebih efektif dan efisien dilaksanakan sendiri oleh perangkat daerah kabupaten/kota daripada dilaksanakan dengan cara menugasi desa.
(61) Tata cara penyelenggaraan sendiri oleh Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(62) Penugasan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota kepada desa merupakan urusan yang cakupan pelaksanaannya hanya dalam satu desa.
(63) Urusan yang ditugaskan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
a.
ketersediaan dan kemampuan sumberdaya manusia aparatur desa yang akan melaksanakan.
b.
bersifat sederhana.
c.
pelaksanaan urusan akan lebih efektif dan efisien dilakukan dengan cara menugasi desa.
d.
batas waktu penyelesaian tugas dapat ditentukan dengan pasti.
e.
tidak memerlukan pengelolaan teknis dan administrasi keuangan yang rumit.
f.
ketersediaan pembiayaan untuk mendukung tugas yang diserahkan kepada desa.
(64) Dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada desa memerlukan pendampingan, pemberi tugas menyediakan tenaga pendamping.
(65) Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Konkuren yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dibebankan kepada APBD kabupaten/kota.
(66) Tata cara penyelenggaraan dan pendanaan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri.
PENATALAKSANAANURUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
(1) Pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan Konkuren untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, daya saing Daerah, pemberdayaan dan peranserta masyarakat.
(2) Pengaturan dan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan efisiensi dan efektivitas, hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah dan antardaerah, potensi dan kekhasan daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.
Bagian Kesatu
Pembentukan Kebijakan Daerah
(67) Daerah berhak mengatur Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan daerah dalam bentuk kebijakan daerah.
(68) Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
(69) Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi. 
(70) Setiap pengaturan yang mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan terhadap warga negara wajib diatur dengan peraturan daerah.
(71) Kepala Daerah menetapkan peraturan kepala daerah untuk melaksanakan peraturan daerah dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau menjalankan kewenangannya.
(72) Peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat memuat pengaturan yang membebani dan/atau membatasi warga negara.
(73) Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah provinsi tidak dapat mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah kabupaten/kota.
(74) Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota tidak dapat mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah provinsi.
Pembentukan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah mengikuti tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(75) Menteri melakukan pengawasan terhadap kebijakan daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pengawasan terhadap kebijakan Daerah kabupaten/kota;
(76) Dalam hal kebijakan daerah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan, Menteri membatalkan kebijakan daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat membatalkan kebijakan daerah kabupaten/kota;
(77) Untuk membatalkan kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat membentuk tim pengkajian yang bertugas melakukan audit/penilaian hukum terhadap kebijakan daerah yang akan dibatalkan tersebut.
(78) Tim pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan rekomendasi kepada Menteri dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengenai ada tidaknya norma dalam kebijakan daerah tersebut yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.
(79) Penyelenggara pemerintahan daerah wajib menghentikan pelaksanaan dan penerapan terhadap kebijakan daerah yang dibatalkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan pembatalan oleh Menteri atau oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
(80) Penyelenggara pemerintahan daerah yang tidak menghentikan pelaksanaan dan penerapan kebijakan daerah yang sudah dibatalkan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Pemetaan Urusan Pemerintahan Konkuren
(81) Pemetaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah merupakan kegiatan perekaman, pengolahan dan pendokumentasian data dan informasi  untuk menentukan intensitas dan beban kerja yang berkaitan dengan urusan pemerintahan dalam bentuk spasial maupun nonspasial.
(82) Intensitas urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditentukan berdasarkan jumlah penduduk, besarnya APBD, dan luas wilayah.
(83) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan pada masing-masing urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah.
(84) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian bersama daerah dan dikoordinasikan oleh Menteri.
(85) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri.
(86) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan oleh Daerah dalam penetapan kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah.
(87) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan oleh kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian sebagai dasar pembinaan teknis kepada Daerah secara nasional.
(88) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan oleh Menteri sebagai dasar pembinaan umum kepada Daerah secara nasional.
(89) Hasil pemetaan setiap urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34ayat (5) menggambarkan klasifikasi tingkat intensitas dan beban kerja sebagai berikut:

a. sangat besar;

b. besar;
c. sedang; 

d. kecil; dan

e. sangat kecil.
(90) Klasifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kriteria pembobotan intensitas dan beban kerja yang ditetapkan dari hasil pemetaan urusan pemerintahan konkuren. 
(91) Kriteria dalam rangka pembobotan intensitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan karakteristik Daerah.
(92) Kriteria dalam rangka pembobotan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan bentuk layanan berdasarkan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah.
(93) Ketentuan mengenai pembobotan intensitas dan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kriteria perhitungan variabel umum dan teknis dalam penentuan tipologi kelembagaan sebagaimana diatur pada ketentuan perundang-undangan tentang perangkat daerah.
(94) Tingkat intensitas dan beban kerja sangat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a digunakan sebagai acuan untuk menentukan tipologi perangkat daerah Tipe A.
(95) Tingkat intensitas dan beban kerja besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b digunakan sebagai acuan untuk menentukan tipologi perangkat daerah Tipe B.
(96) Tingkat intensitas dan beban kerja sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c digunakan sebagai acuan untuk menentukan tipologi perangkat daerah Tipe C.
(97) Tingkat intensitas dan beban kerja kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d digunakan sebagai acuan untuk menentukan tipologi perangkat daerah setingkat Bidang.
(98) Tingkat intensitas dan beban kerja sangat kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e digunakan sebagai acuan untuk menentukan tipologi perangkat daerah setingkat Sub Bidang.
(99) Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian bersama Daerah melakukan evaluasi terhadap hasil pemetaan Urusan Pemerintahan Konkuren paling cepat setiap lima tahun.
(100) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan perubahan yang signifikan, kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian melakukan penyesuaian.
(101) Dalam hal terjadi pemekaran Daerah, penggabungan Daerah, perubahan kewenangan, atau bencana yang mengakibatkan perubahan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan konkuren, kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian bersama Daerah melakukan penyesuaian terhadap hasil pemetaan Urusan Pemerintahan Konkuren.
(102) Penyesuaian terhadap hasil pemetaan sebagaimana pada ayat (2) dan (3) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri.
Bagian Ketiga
Layanan Utama dan pendukung
(1) Daerah berhak mengurus pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangannya.
(2) Dalam mengurus pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah memperhatikan azas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum,  keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan.

(1) Setiap urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah mengandung layanan utama dan layanan pendukung untuk mewujudkan target kinerja pembangunan daerah.

(2) Layanan utama sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran atas setiap kewenangan Urusan Pemerintahan Konkurenberupa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan/atau perangkat daerah lain.
(3) Penyediaan layanan utama merupakan target kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
(4) Layanan pendukung sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan layanan yang diperlukan oleh perangkat daerah yang bersangkutan untuk melaksanakan layanan utama agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian target kinerja.

(5) Matriks layanan utama dan layanan pendukung untuk setiap kewenangan pada urusan pemerintahan konkuren provinsi, sebagaimana tertuang dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini.
(6) Matriks layanan utama dan layanan pendukung untuk setiap kewenangan pada urusan pemerintahan konkurenkabupaten/kota, sebagaimana tertuang dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini.
(7) Dalam hal terdapat layanan utama atau layanan pendukung yang belum tercantum dalam lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Daerah dapat menambah layanan utama atau layanan pendukung yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

(8) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat memuat layanan utama atau layanan pendukung yang bukan kewenangan daerah tersebut.

(1) Kepala Daerah dan DPRD bertanggung jawab atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan daerah.

(2) Dinas daerah bertanggung jawab atas kinerja Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemerintah daerah.

(3) Sekretariat daerah, sekretariat DPRD dan badan bertanggung jawab atas pencapaian kinerja pelaksanaan fungsi pendukung dan fungsi penunjang.
(4) Kinerja Pelaksanaan Urusan Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diukur berdasarkan pelaksanaan layanan utama.

(5) Inspektorat Daerah bertanggung jawab untuk membina dan mengawasi kinerja penyelenggaraan UrusanPemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah.
(1) Perangkat daerah melaksanakan penatalaksanaanUrusan Pemerintahan Konkuren, fungsi pendukung dan fungsi penunjang sesuai dengan lingkup tugasnya, meliputi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan administrasi dinas Daerah, pelaksanaan pelaporan dan evaluasi, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

(2) Perumusan kebijakan dilaksanakan dalam bentuk penyiapan rumusan produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

(3) Pelaksanaan kebijakan dilaksanakan dalam bentuk pengelolaan program dan kegiatan terkait pelaksanaan layanan utama dan pendukung dalam rangka pencapaian target kinerja pembangunan daerah.

(4) Pelaksanaan administrasi dilaksanakan dalam bentuk pengelolaan data dan informasi serta administrasi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren.

(5) Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi dilaksanakan dalam bentuk penyusunan laporan dan evaluasi keuangan dan kinerja Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren secara periodik sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Bagian Keempat
Perencanaan dan Penganggaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren

Yang Menjadi Kewenangan Daerah
(103) Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan Daerah, penyelenggara pemerintahan Daerah melakukan perencanaan dan penganggaran terhadap Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangannya.
(104) Perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap layanan utama dan layanan pendukung berdasarkan intensitas dan beban kerja hasil pemetaan Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
(105) Selain informasi hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Daerah dapat memanfaatkan informasi lainnya sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren.
(1) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 42ayat (1) merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

(2) Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
(3) Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dirumuskan secara transparan,responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur,berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.
(1) Dalam rangka menjabarkan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) perangkat Daerah menyusun rencana strategis perangkat daerah.
(2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program,dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaanUrusan Pemerintahan Konkuren sesuai dengan tugas dan fungsi setiapPerangkat Daerah.
(1) Dalam rangka menjabarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) perangkat Daerah menyusun rencana kerja perangkat daerah.

(2) Rencana kerja Perangkat Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai   indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan,pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata caraevaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tatacara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD diatur denganperaturan Menteri.

(1) Penganggaran dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren berpedoman pada dokumen rencana pembangunan daerah.

(2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkanindikator kinerja, target pembangunan daerah, target pembangunan nasional.
(3) Dalam hal penyusunan  kebutuhan anggaran  sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah melakukan analisis kemampuan anggaran Daerah dalam mencapai target pembangunan tahunan yang dituangkan dalam dokumen keuangan daerah.

(4) Penganggaran pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Sinkronisasi dan Harmonisasi Urusan Pemerintahan Konkuren
(1) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dengan Daerah melakukan sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian target pembangunan nasional
(2) Sinkronisasi dan harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri dengan menteri yang membidangi perencanaan pembangunan.
(3) Sinkronisasi dan harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui rapat koordinasi teknis pembangunan yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
(4) Rapat koordinasi teknis pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (3) dalam rangka menjamin:
a. keselarasan antara kebijakan perencanaan pembangunan nasional dengan perencanaan pembangunan daerah;

b. konsistensi antara kebijakan perencanaan pembangunan daerah jangka menengah dengan kebijakan rencana tahunannya;

c. kesenjangan antara rencana pembangunan daerah dengan kinerja capaian;

d. kesesuaian antara pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dengan ketentuan di dalam NSPK;

e. ketersediaan dan kesesuaian personil, prasarana dan sarana, pembiayaan, serta sistim dokumentasi untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

f. dukungan atau kontribusi pembangunan daerah terhadap pencapaian prioritas pembangunan nasional.
(5) Rapat koordinasi teknis pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk  membahas kesenjangan antara kemampuan keuangan daerah dengan target pembangunan daerah setiap bidang urusan pemerintahan yang harus dicapai;

(6) Pemerintah Pusat memberikan dukungan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat ketidakmampuan anggaran daerah untuk memenuhi target pembangunan pada masing-masing urusan pemerintahan daerah. 

(7) Dalam hal pemerintah pusat tidak mampu mendukung anggaran yang diperlukan dimaksud ayat (6) maka pemerintah pusat bersama Daerah menentukan prioritas program pembangunan daerah yang dapat dicapai.

(8) Pemberian dukungan Pemerintah Pusatkepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh Menteri bersama menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang membidangi keuangan.
(1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan sinkronisasi dan harmonisasi antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, dan antardaerah kabupaten/kota lingkup daerah provinsi dalam rangka mensinergikan pelaksanaan pembangunan di Daerah.
(2) Sinkronisasi dan harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi teknis pembangunan yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
(3) Rapat koordinasi teknis pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam rangka menjaminkeselarasan sasaran, waktu, lokasi, pelaku, dan aspek lainnya dalam mewujudkan pembangunan antardaerah dalam satu provinsi.
(1) Masing-masing daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota melaksanakan urusan pemerintahan  sesuai dengan kewenangannya.

(2) Perangkat daerah kabupaten/kota melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan perangkat daerah provinsi.

(3) Sinkronisasi dan harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menyelaraskan sasaran dan target penyediaan layanan pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Keenam
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah.

(2) Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data spasial dan data non-spasial yang dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah

(1) Informasi pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) memuat informasi perencanaan pembangunan Daerah sekurang-kurangnya mencakup kondisi geografis Daerah, demografi, potensi sumber daya Daerah, ekonomi dan keuangan Daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing Daerah.

(2) Sumber informasi pembangunan daerah yang terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dikumpulkan dan diolah dari masing-masing perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya.
(1) Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) paling sedikit memuat informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.

(2) Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membantu kepala daerah dalam menyusun anggaran, merumuskan kebijakan,  melakukan evaluasi kinerja keuangan Daerah, menyediakan kebutuhan statistik keuangan Daerah, keterbukaan informasi kepada masyarakat, mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan Daerah secara nasional, dan evaluasi pengelolaan keuangan Daerah.
(1) Selain informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan mengelola informasi Pemerintahan Daerah lainnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi pemerintahan daerah diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh
Partisipasi Masyarakat
(1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam:
a.
penyusunan kebijakan daerah; 

b.
kelembagaan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran, dan pengevaluasian pembangunan daerah;

c.
pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam daerah; dan

d.
penyelenggaraan pelayanan publik.

(2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada penyediaan layanan barang/jasa quasi publik.
Partisipasi Masyarakatdalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

(1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat umum dan teknis.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat umum dan teknis.
(4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1)dilakukan oleh pemerintah pusat dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusatsesuai peraturan perundang-undangan.
(1) Pembinaan bersifat umum dan bersifat teknis sebagaimana dimaksud Pasal 44 dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.
(2) Pembinaan yang bersifat umum dimaksud ayat (1) meliputi:
a.
pembagian Urusan Pemerintahan;
b.
kelembagaan Daerah;
c.
kepegawaian pada Perangkat Daerah;
d.
keuangan Daerah;
e.
pembangunan Daerah;
f.
pelayanan publik di Daerah;
g.
kerja sama Daerah;
h.
kebijakan Daerah;
i.
kepala Daerah dan DPRD; dan
j.
bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
a.
Menteri untuk pembinaan umum terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi;
b.
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Daerah kabupaten/kota.
(4) Pembinaan bersifat teknis dimaksud ayat (1) dilakukan oleh 
a.
menteri teknis dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian terhadap teknis penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah provinsi;
b.
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhadap teknis penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah kabupaten/kota.
(5) Pembinaan bersifat umum dan teknis yang dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dimaksud ayat (3) butir b dan ayat (4) butir b. dibantu oleh perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(6) Pengawasan bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dilakukan oleh:
a.
Menteri terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi;
b.
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Daerah kabupaten/kota.
(7) Pengawasan bersifat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55ayat (3) dilakukan oleh:
a.
menteri teknis dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan berkoordinasi dengan Menteri;
b.
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Daerah kabupaten/kota.
(8) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan bersifat umum sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan monitoring dalam rangka pengawasan pelaksanaan kinerja setiap kewenangan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintah Daerah.
(9) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan bersifat teknis dimaksud ayat (2) huruf a, menteri teknis dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian melakukan monitoring terhadap capaian target kinerja masing-masing pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintah Daerah.
(10) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan dukungan data dan informasi yang bersumber dari informasi pembangunan daerah.
(11) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
(12) Pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintah daerah yang dikordinasikan oleh Menteri.
(13) Kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian melakukan evaluasi teknis pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren.
(14) Menteri melakukan evaluasi umum pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren.
(15) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan indikator kinerja kunci yang digunakan dalam laporan penyelenggaraan pemerintah daerah.
(16) Evaluasi terhadap capaian kinerja daerah dilakukan dengan cara membandingkan target yang sudah ditetapkan dengan capaian target serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target tersebut.
(1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 digunakan  untuk pembinaan pemerintahan daerah dalam pelaksanan urusan pemerintahan konkuren.
(2) Pembinaandilakukan dengan cara pemberian dukungan baik anggaran maupun dukungan non anggaran.
(3) Pembinaan dan evaluasi capaian target kinerja pelaksanaan urusan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
KETENTUAN LAIN-LAIN

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi ProvinsiDaerah Istimewa, Provinsi Daerah Khusus Ibukota, Provinsi Daerah Otonomi Khusus, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang yang mengatur keistimewaan dan kekhususan Daerahtersebut.
Pemetaan terhadap urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar tetap dilakukan untuk menetapkan tipologi kelembagaan  daerah, perencanaan dan penganggaran.
KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Pemerintah ini.
Instansi vertikal yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Pemerintah ini diakui keberadaanya sepanjang tidak diatur lain oleh Presiden.
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
KETENTUAN PENUTUP

Semua ketentuan mengenai program legislasi daerah dan badanlegislasidaerah yang sudah ada sebelum Peraturan Pemerintah iniberlaku harus dibaca dan dimaknai sebagai program pembentukan Perda dan badan pembentukan Perda.
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

H. JOKO WIDODO
PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR …….TAHUN 2016
TENTANG

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

I. UMUM
	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membagi Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan kepada Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dilaksanakan berdasarkan azas otonomi. Untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan kepada Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan untuk dibentuk beberapa peraturan pemerintah, praturan Presiden maupun peraturaan Menteri. Selain peraturan pelaksanaan yang diamanatkan langsung oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, juga terdapat berbagai peraturan pelaksanaan masing-masing Urusan Pemerintahan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang sektor. 

Pembentukan Peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren ini harus disinkronkan dengan peraturan pelaksanaan lainnya yang juga bertujuan untuk mengatur pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan, konflik pengaturan serta kekosongan pengaturan sehingga dapat menggangu implementasinya oleh Pemerintah Daerah.

Memperhatikan kepentingan sinkronisasi pengaturan di atas, Peraturan Pemerintah ini mempunyai ruang lingkup pengaturan yang meliputi :

a. Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren yang belum dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota;

b. Pedoman pembentukan norma, standar, prosedur dan kriteria;

c. Pedoman pembentukan kebijakan daerah;

d. Mekanisme penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren oleh Pemerintah Pusat dan Daerah;

e. Mekanisme perencanaan, pemetaan, penganggaran, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren; dan

f. Pembinaan dan Pengawasan.

Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren yang belum dibagi dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Presiden berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan dalam undang-undang. Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini diperlukan untuk menentukan kriteria suatu urusan pemerintahan sudah dibagi atau belum dibagi dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan baik Pemerintah Pusat maupun Daerah wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Meskipun Pemerintah Pusat diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menetapkan pedoman pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren baik yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat maupun yang menjadi kewenangan Daerah, namun UUD 1945 telah memeberikan hak kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus diri sendiri berdasarkan azas otonomi dan azas tugas pembantuan. Penetapan pedoman yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat berpotensi menghilangkan hak Daerah untuk mengatur dan mengurus diri sendiri seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945. Oleh karena itu, pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat harus memberikan ruang bagi Daerah untuk mengatur diri sendiri dan tidak boleh menghilangkan otonomi daerah yang sudah diamanatkan oleh UUD 1945. Peraturan Pemerintah ini memberikan batasan terhadap pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat agat memberikan ruang otonomi bagi daerah untuk mengatur diri sendiri.
Hak Daerah untuk mengatur diri sendiri harus tetap dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itu perlu diberikan batasan hak mengatur yang dimiliki oleh Daerah serta diatur pula substansi mengatur dan proses mengatur yang dilakukan oleh daerah.
Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan kepada Daerah berdasarkan azas otonomi dilaksanakan sepenuhnya oleh Daerah dengan menggunakan sumber daya, cara, dan strategi yang ditentukan oleh Daerah masing-masing. Meskipun Daerah diberikan hak untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada daerah, namun tanggung jawab akhir pelaksanaan Urusan Pemerintahan tetap berada pada Presiden. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat mempunyai tanggung jawab untuk memastikan Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan kepada Daerah dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam rangka menjamin terlaksananya Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan kepada Daerah, Pemerintah Pusat harus memastikan bahwa Daerah mempunyai sumber daya yang cukup untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan tersebut dan menjamin bahwa daerah mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Untuk kepentingan keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah tersebut, Pemerintah Pusat harus melakukan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah melalui pemetaan urusan, perencanaan dan penganggaran.
Pemerintah Pusat harus melakukan pembinaan dan pengawasan secara terus menerus terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada daerah dengan berbagai metode dan pendekatan agar Pemerintah Daerah dapat mencapai tujuan otonom daerah.



	


II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1).
Cukup jelas

Ayat (2).
Cukup jelas

Ayat (3).
Huruf a

Substansinya bukan merupakan bagian (lingkup) dari sub-urusan dan/atau kewenanganyang sudah ada misalnya sudah ada suburusan standarisasi. Pada kewenangan pemerintah pusat telah tercantum kewenangan penyelenggaraan standarisasi. Maka substansi pengawasan penerapan standar tidak dapat dibagi kembali antara Pemerintah Pusat dengan Daerah kerena pengawasan terhadap penerapan standar adalah bagian dari substansi dari kewenangan standarisasi. 
Huruf b

Cukup jelas

Ayat (4).
Cukup jelas

Ayat (5).
Cukup jelas

Ayat (6).

Cukup jelas
Pasal 5
Ayat (1)

Yang dimaksud “tidak berakibat terhadap pengalihan urusan pemerintahan konkuren” adalah tidak berpindahnya tugas dan/atau wewenang antar tingkatan/susunan pemerintahan dalam melaksanakan substansi urusan tersebut. 

Ayat (2).
Cukup jelas

Ayat (3).
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “digunakan dan/atau yang diberlakukan secara nasional” adalah apabila hasil dari pelaksanaan urusan tersebut digunakan di daerah lain atau digunakan oleh pemerintah pusat. Misalnya ijazah Sekolah Dasar dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama di seluruh Indonesia, maka standar pendidikan sekolah dasar harus ditetapkan oleh pemerintah pusat. 

Contoh lain: kode anggaran daerah sampai jenis belanja digunakan untuk rekonsiliasi anggaran nasional. Maka format kode anggaran sampai dengan jenis belanja harus ditetapkan standarnya oleh pemerintah pusat.
Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan mencegah penyimpangan dalampeneyelenggaraan pemerintahan daerah adalah apabila Daerahdiberikan kebebasan untuk mengaturnya sendiri, maka ada peluang yang dapat digunakan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau kroninya dari kebijakan yang ditetapkan daerah tersebut. Misalnya: Jika Pemerintah Daerah diberikan kebebasan mengatur tata cara pemberian izin tambang, maka sangat mungkin dalam kebijakan pengaturan tersebut akan memasukan prosedur atau syarat yang memungkinkan kepala daerah untuk menunjuk keluarga atau kroninya secara langsung tanpa adanya persaingan yang sehat. Dengan pertimbangan tersebut, maka pemberian izin pertambangan perlu diberikan pedoman oleh Pemerintah Pusat.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “penambahan prosedur pelayanan kepada masyarakat dengan melibatkan tingkatan atau susunan pemerintahan lain” adalah adanya tambahan syarat atau prosedur yang tujuannya semata-mata agar tingkatan/susunan pemerintahan yang lain terlibat. Misalnya. Izin diberikan oleh gubernur, dalam prosedur dan syaratnya dicantumkan bahwa sebelum memperoleh izin dari gubernur terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota atau dinas kabupaten/kota yang membidangi. Prosedur ini memberatkan masyarakat, seharusnya verifikasi yang diperlukan dalam perizinan tersebut dilakukan oleh perangkat daerah gubernur.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Pemenuhan kebutuhan dasar oleh pemerintah daerah ditujukan kepada seseorang yang tidak dapat memenuhi sendiri kebutuhan dasarnya.
Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.
Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22

Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pendanaan dalam rangka penugasan kepada desa bukan merupakan dana desa, alokasi dana desa, dana bagi hasil dengan desa, dan/atau bantuan keuangan kepada desa.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan membebani dalam ketentuan ini adalah segala ketentuan yang mewajibkan warga negara untuk melakukan sesuai baik yang berupa kewajib bertindak, kewajiban membayar atau kewajiban memenuhi syarat tertetu.

Yang dimaksud dengan membatasi dalam ketentuan ini adalah segala ketentuan yang melarang atau memberikan kriteria/syarat tertentu bagi masyarakat yang akan melakukan suatu tindakan atau dalam memperoleh layanan dari pemerintah daerah.

Pasal 30

Cukup jelas.
Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan menghentikan dalam ketentuan ini adalah melakukan tindakan secara aktif agar seluruh kegiatan untuk melaksanakan kebijakan daerah tersebut berhenti pelaksanaanya.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penatalaksanaan” dalam ketentuan ini adalah segala kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen untuk mencapai tujuan penyelenggaraan urusan pemerintahan.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1).

Cukup Jelas.

Ayat (2).

Cukup Jelas.

Ayat (3).

Cukup Jelas.

Ayat (4).

Cukup Jelas.

Ayat (5).

Cukup Jelas.

Ayat (6).

Cukup Jelas.

Ayat (7).

Yang dimaksud “dukungan keuangan” dalam ketentuan ini adalah berupa dana alokasi khusus atau hibah.
Ayat (8).

Cukup Jelas.

Ayat (9).

Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.
Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57

Cukup jelas.
Pasal 58

Cukup jelas.
Pasal 59

Cukup jelas.
Pasal 60

Cukup jelas.
Pasal 61

Cukup jelas.
Pasal 62

Cukup jelas.
Pasal 63

Cukup jelas.
Pasal 64

Cukup jelas.
Pasal 65

Cukup jelas.
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�Masukan dalam ketentuan umum atau tidak


�Perlu dipertimbangkan agar seolah-olah ada kesempatan untuk menambah lampiran pada uu 23 akan dibahas lebih lanjut oleh tim kecil Pasal 4 dan 5


�Akan dibahas khusu oleh tim kecil PAK


�Dibahas Tim Kecil untuk formulasi, Sebelum dibahas pada tingkat Eselon 1 Kementerian


�Perlu di cari frase lain untuk penegasan


�Bukan penyelesaian tapi pembahasan yang tetap harus disampikan ke presiden untuk disampaikan 


�Mungkin ada kata lain yang lebih “cocok”


�Di





